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	원문
	번역문

	Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86 
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 
a. keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. moral dan kesusilaan; dan 
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengupahan

Pasal 88 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. denda dan potongan upah; 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89 
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: 
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota; 
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90 
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 91 
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92 
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 93 
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: 
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; 
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; 
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya; 
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut: 
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; 
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; 
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan 
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut: 
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari 
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan 
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari. 
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 94 
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Pasal 95 
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. 
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. 
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Pasal 96 
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Pasal 97 
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 98 
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. 
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Walikota. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga Kesejahteraan

Pasal 99 
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100 
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. 
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101 
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. 
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

	제5절 근로 안전 및 보건


제86조
(1) 모든 근로자는 다음 각 호와 같은 보호를 받을 권리가 있다.
a. 작업 안전 및 보건

b. 도덕 및 미풍양속
c. 인간의 존엄과 품위, 그리고 종교적 가치에 상응하는 처우

(2) 최적의 근로 생산성 구현을 목적으로 근로자 안전 도모를 위한 작업 안전 및 보건을 실시한다.


(3) 제1항과 제2항의 보호는 현행 법령에 따라 실시한다.




제87조
(1) 모든 회사는 회사 경영 시스템과 연계된 통합된 작업 안전과 보건 경영 시스템을 적용할 의무가 있다.

(2) 제1항의 작업 안전과 보건경영 시스템의 적용에 관한 규정은 정부령으로 정한다.




제2부 임금

제88조
(1) 모든 근로자는 인간의 적정 생계를 충족시킬 수 있는 소득을 획득할 권리가 있다.

(2) 제1항의 인간의 적정생계 충족을 위한 소득을 달성하기 위하여 정부는 근로자를 보호하는 임금 정책을 수립한다.



(3) 제2항의 근로자를 보호하기 위한 임금 정책에는 다음 각 호를 포함한다.


a. 최저임금
b. 초과 근로 수당
c. 장해로 인한 결근 시의 임금

d. 업무 외 그 밖의 활동으로 인한 결근 시의 임금

e. 근로 휴게권 실시에 따른 임금
f. 임금 지급 형태와 방법

g. 벌금 및 임금 공제
h. 임금으로 계산될 수 있는 사항들
i. 균형 잡힌 임금 구조와 규모

j. 퇴직금 지급 시의 임금 

k. 소득세 계산 시의 임금

(4) 정부는 적정생계 및 경제 생산성과 성장을 고려하여 제3항제a호의 최저임금을 정한다.





제89조
(1) 제88조제3항제a호의 최저임금은 다음 각 호로 구성될 수 있다.

a. 주 또는 군/시별 최저임금


b. 주 또는 군/시 업종별 최저임금

(2) 제1항의 최저임금은 적정 생계 달성을 목표로 한다.



(3) 제1항의 최저임금은 주지사가 주 그리고/또는 군/시임금위원회의 추천을 고려하여 정한다.




(4) 제2항의 적정생계 달성 단계의 구성과 이행은 장관결정으로 정한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          




제90조
(1) 사업주는 제89조의 최저임금 이하의 임금 지급이 금지된다.


(2) 제89조의 최저임금 지급 능력이 없는 사업주는 지급을 연기할 수 있다.


(3) 제2항의 연기는 장관결정으로 정한다.



제91조
(1) 사업주와 근로자 또는 근로자단체에서 합의하여 결정한 임금 규정은 현행 법령에서 정한 임금 규정보다 더 낮을 수 없다. 





(2) 제1항의 합의가 현행 법령보다 더 낮거나 이에 반하는 경우 해당 합의는 무효이며, 사업주는 근로자에게 현행 법령에 따른 임금을 지급할 의무가 있다.






제92조
(1) 사업주는 직군, 직책, 근속기간, 학력, 그리고 능력을 고려하여 임금의 구조와 규모를 정해야 한다.

(2) 사업주는 회사 능력과 생산성을 고려하여 주기적으로 임금 조정을 실시한다.


(3) 제1항의 임금 구조와 규모에 관한 규정은 장관결정으로 정한다.



제93조
(1) 근로자가 근로하지 않은 경우 임금을 지급하지 아니한다.
(2) 제1항의 규정은 다음의 경우 적용되지 않으며, 사업주는 임금을 지급할 의무가 있다.

a. 근로자가 질병으로 근로를 할 수 없는 경우

b. 여성 근로자가 생리통으로 인하여 생리 첫째 날과 둘째 날에 근로를 하지 못한 경우


c. 근로자의 결혼, 자녀의 결혼, 할례, 세례, 아내의 출산 또는 유산, 남편, 아내, 자녀, 며느리/사위, 부모, 시/처가 부모 또는 일가 가족 구성원이 사망한 경우





d. 근로자가 현재 국가 의무 수행으로 근로에 참여할 수 없는 경우

e. 근로자가 종교에서 명한 예배에 참석하기 위하여 근로에 참여하지 못한 경우

f. 근로자가 계약한 대로 근로를 하고자 하였으나 사업주 개인의 과실과 사업주의 회피 가능한 장애로 인하여 근로를 시키지 못한 경우



g. 근로자가 휴게권을 이행한 경우
h. 근로자가 사업주의 동의를 얻어 근로자조합의 업무를 수행한 경우

i. 근로자가 사내 교육 임무를 수행하는 경우

(3) 제2항제a호의 근로자의 질병 시에 지급하는 임금은 다음과 같다.


a. 첫 4개월은 임금의 100%  


b. 두 번째 4개월은 임금의 75% 

c. 세 번째 4개월은 임금의 50% 

d. 그 이후에는 사업주가 고용을 해지하기 전까지 임금의 25% 


(4) 제2항제c호의 사유로 근로자가 출근하지 않은 경우에 지급하는 임금은 다음과 같다.



a. 근로자의 결혼, 3일 간의 임금 

b. 자녀의 결혼, 2일 간의 임금 

c. 자녀의 할례,  2일 간의 임금 

d. 자녀의 세례, 2일 간의 임금 


e. 아내의 출산 또는 유산, 2일 간의 임금 

f. 남편/아내, 부모, 시/처가 부모, 자녀, 며느리/사위의 사망, 2일 간의 임금 


g. 일가 구성원의 사망, 1일 간의 임금 

(5) 제2항 규정의 실시는 고용계약, 사규, 단체협약으로 정한다.




제94조
임금은 기본급과 고정 수당으로 구성되며, 기본급은 기본급과 수당의 합계의 최소 75% 이상이어야 한다.




제95조
(1) 근로자가 고의 또는 태만으로 금지행위를 한 경우에는 벌금을 부과할 수 있다.

(2) 사업주의 고의 또는 태만으로 임금의 지급이 연기된 경우 근로자의 임금에 따른 일정 비율의 벌금이 부과된다.



(3) 정부는 임금 지급에 있어 사업주 그리고/또는 근로자에게 부과하는 벌금을 정할 수 있다.


(4) 회사가 현행 법령에 따라 파산 또는 청산되는 경우 근로자의 임금과 기타 권리들은 우선 지급되어야 하는 채무가 된다.




제96조
근로자의 임금 지급 청구와 근로관계에서 도출되는 모든 채권은 권리가 발생한 지 2년이 경과하면 소멸한다.




제97조
제88조의 적정소득, 임금정책, 적정생계, 그리고 임금 보호, 제89조의 최저임금 결정, 제95조제1항, 제2항과 제3항의 벌금부과에 관한 규정은 정부령으로 정한다.









제98조
(1) 정부가 책정하는 임금정책에 제언하고 이를 검토하며, 국가 임금 체계를 발전시키기 위하여 국가, 주, 그리고 군/시임금위원회를 설립한다.




(2) 제1항의 임금위원회의 구성원은 정부, 사업주 단체, 근로자조합, 학자, 그리고 전문가로 구성한다.



(3) 국가 차원의 임금위원회의 구성원은 대통령이 임면하고, 주, 군/시임금위원회는 주지사/군장/시장이 임면한다.





(4) 제1항과 제2항의 설립 절차, 구성원의 구성과 임면 절차, 그리고 임금위원회의 업무 및 업무 절차는 대통령결정으로 정한다.






제3부 복지

제99조
(1) 모든 근로자와 그 가족들은 근로자 사회보장 혜택을 받을 수 있다.

(2) 제1장의 근로자사회보장은 현행 법령에 따라 실시한다.




제100조
(1) 근로자와 그 가족들의 복지 증진을 위하여 사업주는 복지 편의를 제공할 의무가 있다.


(2) 제1항의 복지 편의의 제공은 근로자의 필요와 회사의 능력을 고려하여 실시한다.




(3) 제1항의 근로자의 필요와 회사의 능력에 따른 편의의 종류와 기준은 정부령으로 정한다.





제101조
(1) 근로자의 복지 향상을 위하여 협동조합과 구내매점을 설립한다.


(2) 정부, 사업주, 그리고 근로자 또는 근로자 조합은 제1항의 근로자 협동조합과 구내매점의 발전을 위하여 노력한다.



[bookmark: _GoBack]
(3) 제1항의 협동조합의 설립은 현행 법령에 따라 실시한다. 



(4) 제2항의 근로자 협동조합의 발전을 위한 노력은 정부령으로 정한다.
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